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BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUPIORI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supion
bersama Bupati Supiori telah menyempumakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supior
Tahun Anggaran 2020,

bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraluran
perundang undangan yang lebih tingg,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Inan Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi [ran
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Burni dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepolisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesin Nomor 3851);

Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negamm Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 4151) scbagaimana
telnh diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tenlang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negnm Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 434 5);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan
Belas Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemenintah  Nomor 9  Tahun 1980 Tentang Hak
Keuangan /Administratil Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dan Bekas
Kepala Dacrah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Pcraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (entang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5272);

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan ~ Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angpota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6057);

Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indanesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nepara ‘
Indonesia Nomor 6178); B Republik
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 33);

. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua
dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
60),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2011
Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Pecrwakilan Rakyat Daerah Scrta Tala Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tcnlang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Daerah (Berita
Nepara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63535);

Peraturan Daerah Kabupaten Supion Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Supiori;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUPIORI
dan
BUPATI SUPIORI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 774.741.892.199,33
2. Belanja Daerah Rp. 815.741.892.199.33
(Defisit) Rp. (41.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 41.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp.  41.000.000.000,00

Stsa  lebih  pembiayaan anggaran tahun Anggaran sebelumnya (Rp.
41.000.000,000,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dan :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 38.814.188.661,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 642.406.481.034,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 93.521.222.504,33

(2) Pendapalan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Pajak Dacrah sejumlah Rp. 5.375.000.000,00

b. Retnbusi Daerah sejumlah Rp. 405.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 3.950.000.000,00
yang dipisahkan Rp

d. Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah Rp 29.084.188.661,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dag jenis
pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak / Bukan Pajak Rp. 35.730.765.000,00
b. Dana alokasi umum Rp. 467.730.979.000,00
c. Dana alokasi khusus Rp. 138.944.737.034,00
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(4) Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bag) hasil pajak dan Provinsi dan Rp. 6.360.801.972,00
Pemerintah Daerah Lainnya

b. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 43.402.635.532,33
c. Pendapatan Lainnya Rp 43.757.785.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 333.525.051.989,00
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 482.216.840.210,33

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis

belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 205.343.371.989,00
b. Belanja hibah scjumlah Rp. 28.927.669.000,00
¢. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 16.395.916.000,00
d. Belanja bantuan keuangan kepada Rp. B82.358.095.000,00

Kabupaten dan Pemerintah Desa
e. Belanja udak terduga Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdini dan jenis

belanja :

a Belanja pegawai sejumlah Rp. 28.429.694.764,85
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 191.303.514.243,00
c. Belanja modal Rp. 262.483.631.20247

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.41.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 41.000.000.000,00

o
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaIfSUd
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dar:

1.
2.

3.

12,
13.

Bupati menetapkan Peri
Belanja Daerah scbagai

Lampiran |
Lampiran Il

Lampiran 111

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VI
Lampiran 1X
Lampiran X

Lampiran Xl

Lampiran Xl!
Lampiran Xl

Belanja Daerah.

(1)

Ringkasan APBD,

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Ketcrpaduan
Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan Per jabatan;

Dallar Piulang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);

Dafiar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengirangan Asel Lain-lain;

Daltar kegiatan-kegiatan lahun anggaran scbelumnya yang belum
disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daflar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

aturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Supiori dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup

tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD,

dalam hal terjadi :

a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
vang tidak diperkirakan sebelumnya;

ol L 3 L

keadaan darurat,

keperluan mendesak;

penyesuaian dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya;
memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang

telah ditutup; dan/atau
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g. kewajiban lain amanat peraturan perundang-undangan yang belum tersedia
alau belum cukup tersedia anggarannya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan den gan cara merubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang sclanjulnya ditampung dalam
Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, dan/atau disampaikan

dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilaksanakan perubahan Peraturan
Daerah tentang APBD.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan mecrupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah dacrah dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya;

udak diharapkan terjadi sccara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan tcrhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

o o

(4)  Selain keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayal (3) termasuk pula belanja
untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :

a  program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakal yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila dilunda akan menimbulkan kerugian
yang lebihbesar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(6)  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a. menggunakan «lana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program
dan kegialan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan fatau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(7) Penjadwalan ulang capaian larget kinerja program dan kegiatan Jainnya dalam
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-Perangkat Daerah.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkal Daerah, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal B

(1) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan
DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD sctelah memperoleh persetujuan Sekretaris
Daerah.

(2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan
peraturan kepala daerah.
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Pasal 9

Apabila terfjadi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Supiori, maka terhadap program dan kegiatan pada perangkat daerah dimaksud
dilakukan penyesuaian APBD dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD mendahului penetapan
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya
ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri

Diundangkan di Sorendiweri
pada tanggal-22 Janitagi 2020
Pit. SEKRE’I;%R}S‘DRE-E;&U
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Drs. S. HASANUDIA NUNSI, M.Si
LEMBARAN DAEFAHKABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA : 01/2020
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